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The expanding banking growth is followed by the increasing number of risks that 
must be faced by banks. Along with the external conditions of the banking sector 
which were increasingly troubled by the threatening risks, Bank Indonesia 
required each bank to have an integrated risk management system. To minimize 
this risk, Basel II is applied to improve the standards for banks that go public in 
order to manage risk management properly. As a financial intermediary, the 
implementation of risk management is very important for banks to reduce losses. 
Maximum risk management for banks can ensure banks will survive destruction if 
a bad situation occurs. With the increasingly complex risks in the banking 
industry, Good Corporate Governance practices are needed. These efforts are 




Pertumbuhan perbankan yang semakin meluas diikuti oleh semakin banyaknya 
risiko yang harus dihadapi oleh bank. Seiring dengan kondisi eksternal perbankan 
yang semakin diresahkan oleh risiko yang mengancam, Bank Indonesia 
mewajibkan kepada setiap bank untuk memiliki sistem manajemen risiko yang 
terintegrasi. Untuk meminimalkan risiko tersebut, maka diterapkan Basel II guna 
meningkatkan standar bagi bank yang go public agar dapat mengelola manajemen 
risikonya dengan baik. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, implementasi 
manajemen risiko sangat penting bagi bank untuk menekan terjadinya kerugian. 
Manajemen risiko yang maksimal bagi bank bisa memastikan bank akan selamat 
dari kehancuran jika terjadi keadaan yang buruk. Dengan adanya risiko yang 
semakin kompleks dalam industri perbankan, maka dibutuhkan praktik Good 
Corporate Governance. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 
krisis perbankan di kemudian hari. 
 
 









Peranan perbankan dalam per-
tumbuhan ekonomi suatu negara sa-
ngatlah penting, karena dukungan dana 
dari perbankan yang akan mampu 
menggerakkan roda perekonomian  
nasional. Fungsi utama bank adalah 
menghimpun dana dari masyarakat 
dan menyalurkannya kembali kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan 
produk-produk lainnya (Suhardjono, 
2003). Kepercayaan masyarakat terha-
dap perusahaan perbankan semakin 
meningkat dari waktu ke waktu. Hal 
ini dapat dilihat dengan adanya 
peningkatan dana masyarakat ke sek-
tor perbankan.  Pilihan produk dan jasa 
perbankan yang ditawarkan kepada 
masyarakat juga meningkat. Hal ini 
mengakibatkan  persaingan di dunia 
perbankan makin ketat dan membu-
tuhkan kualitas pelayanan yang dapat 
memenuhi keinginan masyarakat 
pengguna jasa. Kegiatan perusahaan 
perbankan yang tidak diimbangi de-
ngan implementasi manajemen risiko 
yang maksimal dapat menimbulkan 
berbagai permasalahan mendasar pada 
bank maupun terhadap sistem keuang-
an secara keseluruhan (Allen and Bali, 
2007).  
Kesehatan merupakan hal yang 
paling penting di dalam berbagai bi-
dang kehidupan perusahaan. Kondisi 
yang sehat akan meningkatkan ke-
mampuan untuk memacu pertumbuhan 
perusahaan. Perusahaan perbankan  
dituntut untuk selalu sehat agar dapat 
menjadi pelayan yang baik bagi nasa-
bah yang mempercayakan dananya 
untuk dikelola oleh bank. Bank yang 
tidak sehat akan sangat membahaya-
kan, karena akan merugikan pihak lain 
dan bank itu sendiri. Penilaian kese-
hatan bank amat penting disebabkan 
karena bank mengelola dana dari 
masyarakat yang dipercayakan untuk 
dikelola. Masyarakat pemilik dana da-
pat saja menarik dana yang dimiliki-
nya setiap saat dan bank harus sang-
gup mengembalikan dana yang dipa-
kainya jika ingin tetap dipercaya oleh 
nasabahnya (Kuncoro dan Suhardjono, 
2002). 
Perbankan berperan penting 
dalam pertumbuhan perekonomian se-
buah negara, termasuk Indonesia, khu-
susnya dalam memberikan kredit ke-
pada berbagai jenis usaha dengan 
ukuran kecil, menengah, ataupun 
korporasi. Usaha-usaha inilah yang 
menjadi ujung tombak pertumbuhan 
pendapatan nasional, ekonomi, dan 
penciptaan lapangan kerja bagi 
masyarakat (Hamid dan Anto, 2000). 
Agar pertumbuhan ekonomi dapat 
selalu meningkat, maka perbankan 
sebagai pendukung utama bagi kegiat-
an ekonomi harus sehat. Perbankan 
akan menjadi sehat jika mampu  
mengantisipasi berbagai risiko yang 
mungkin terjadi dan untuk itu setiap 
bank perlu mengimplementasikan  ma-
najemen risiko yang baik. Saat ini 
industri perbankan Indonesia dihadap-
kan pada risiko yang semakin kom-
pleks akibat perekonomian yang  me-
ngalami perkembangan pesat, sehing-
ga mewajibkan setiap bank untuk me-
ningkatkan kebutuhan akan imple-
mentasi manajemen risiko yang terkait 
dengan kegiatan usaha perbankan 
(Djohanputro, 2004). 
Implementasi manajemen risiko 
pada bank di Indonesia diarahkan 
sejalan dengan standar global yang 
dikeluarkan oleh Bank for Interna-
tional Settlement (BIS) dengan konsep 
permodalan di mana kerangka perhi-
tungan modal lebih sensitif terhadap 
risiko (risk sensitive) serta memberi-
kan insentif terhadap peningkatan 
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kualitas manajemen risiko di bank atau 
yang lebih dikenal dengan nama Basel 
II, sebagaimana diadopsi oleh Bank 
Indonesia melalui Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 ten-
tang  Penerapan Manajemen Risiko 
bagi Bank Umum yang telah diubah 
dengan Peraturan Bank Indonesia No-
mor 11/25/PBI/2009, agar perbankan 
Indonesia dapat beroperasi secara 
lebih berhati hati dan kebijakannya 
disesuaikan dengan standar yang su-
dah ditetapkan.  
Melalui implementasi Basel II 
pula, Bank Indonesia diharapkan dapat 
meningkatkan aspek manajemen risiko 
agar bank semakin resisten terhadap 
perubahan-perubahan yang terjadi baik 
di dalam negeri, regional, maupun 
internasional (Peraturan Bank Indone-
sia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang  Pe-
nerapan Manajemen Risiko bagi Bank 
Umum yang telah diubah dengan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/25/PBI/2009). Bank Indonesia juga 
menuntut dewan komisaris dan direksi 
setiap bank harus memahami rangkai-
an prosedur dan metodologi yang di-
gunakan untuk mengidentifikasi, me-
ngukur, memantau dan mengendali-
kan risiko yang timbul dari kegiatan 
usaha bank. Hal ini agar perbankan 
Indonesia terhindar dari risiko likuidi-
tas yang berlebihan atau krisis pada 
bank yang dapat mengakibatkan sis-
tem perekonomian dan perbankan 
Indonesia menjadi tidak stabil. 
Praktik manajemen risiko di 
perbankan dapat menggunakan berba-
gai alternatif penilaian profil risiko. 
Standar Basel II menggunakan bebe-
rapa alternatif pendekatan macam-ma-
cam risiko dalam menghitung kebu-
tuhan modal yang sesuai dengan profil 
risiko dari masing-masing bank 
(Goyal, 2010). 
Mengadopsi Standar Basel II, 
Bank Indonesia menggunakan 8 jenis 
alternatif penilaian profil risiko yang 
wajib dikelola dan dilaporkan oleh 
bank-bank di Indonesia yaitu dengan 
penilaian risiko kredit, resiko pasar, 
risiko operasional, risiko likuiditas, 
risiko hukum, risiko strategik, risiko 
reputasi dan risiko kepatuhan. Pene-
rapan manajemen risiko di samping 
sudah menjadi suatu kebutuhan bagi 
dunia perbankan dalam meningkatkan 
kinerja usaha bank, juga sudah meru-
pakan keharusan berdasarkan Surat 
Edaran Bank Indonesia Nomor 5/2/ 
DPNP/2003 tentang Penerapan Mana-
jemen Risiko bagi Bank Umum.  
Pengelolaan profil risiko dalam 
proses penerapan manajemen risiko di 
perbankan Indonesia tentu tidak 
mudah untuk dilakukan. Permasalahan 
yang muncul adalah bagaimana me-
ngelola manajemen risiko pada bank 
agar fungsi intermediasi perbankan 
tetap konsisten dan terpadu. Imple-
mentasi Standar Basel II dengan lebih 
memfokuskan kualitas manajemen ri-
siko  di setiap profil risiko dinilai baik 
bagi pengendalian risiko perbankan 
(Bank for International Settlement, 
2005). Namun tidak menghilangkan 
kemungkinan berbagai kendala akan 
dihadapi oleh perbankan Indonesia 
yang secara langsung akan berdampak 




Perusahaan Perbankan yang Go 
Public 
Bank berasal dari kata Italia 
banco yang artinya bangku. Bangku 
inilah yang dipergunakan oleh bankir 
untuk melayani kegiatan operasional-
nya kepada para nasabah. Istilah bang-
ku secara resmi dan populer menjadi 
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bank.  Secara  sederhana  bank  dapat  
diartikan  sebagai  lembaga  keuangan  
yang  kegiatan  usahanya  adalah 
menghimpun dana dari masyarakat  
dan menyalurkan kembali dana ter-
sebut ke masyarakat serta membe-
rikan jasa-jasa bank lainnya (Hasan, 
2014: 3). Bank adalah lembaga ke-
uangan berbentuk badan usaha yang 
kekayaannya terutama dalam bentuk 
aset keuangan (financial assets) serta 
bermotifkan profit dan juga sosial, jadi 
bukan hanya mencari keuntungan saja 
(Hasibuan, 2011: 2). 
Tandelilin (2010: 27) menyata-
kan bahwa Penawaran umum perdana 
atau IPO (Initial Public Offering) ada-
lah penjualan sekuritas (saham) oleh 
perusahaan kepada masyarakat yang 
dilakukan pertama kali. Menurut Hadi 
(2013: 36-38) perusahaan yang telah 
melakukan penawaran umum atau go 
public mendapatkan beberapa manfaat, 
antara lain:  
a. Mendapatkan sumber dana baru. 
b. Memiliki keunggulan untuk me-
ngembangkan usahanya.  
c. Pembiayaan merger atau akuisisi 
perusahaan lain dapat dilakukan 
melalui penerbitan saham baru. 
d. Meningkatkan kemampuan per-
usahaan untuk mempertahankan 
hidupnya.  
e. Peningkatan citra perusahaan. 
f. Menambah nilai perusahaan.  
Selain manfaat, perusahaan go public 
juga akan mendapatkan berbagai kon-
sekuensi dengan status perusahaan 
publik antara lain: 
a. Berbagi kepemilikan. 
b. Mematuhi peraturan pasar modal 
yang berlaku.  
c. Biaya laporan yang meningkat.  
d. Ketakutan untuk diambil alih.  
e. Proses go public korbankan tena-
ga dan waktu. 
Perusahaan perbankan yang ter-
daftar di Bursa Efek Indonesia adalah: 
1. Bank Rakyat Indonesia Agro 
Niaga Tbk. 
2. Bank Agris Tbk. 
3. Bank Artos Indonesia Tbk. 
4. Bank MNC Internasional Tbk. 
5. Bank Capital Indonesia Tbk. 
6. Bank Central Asia Tbk. 
7. Bank Harda Internasional Tbk. 
8. Bank Bukopin Tbk. 
9. PT Bank Mestika Dharma Tbk. 
10. Bank Negara Indonesia Tbk. 
11. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 
12. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk. 
13. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk. 
14. PT Bank Yudha Bhakti Tbk. 
15. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 
16. Bank Danamon Indonesia Tbk. 
17. PT Bank Pundi Indonesia Tbk. 
18. PT Bank Ganesha Tbk. 
19. PT Bank Ina Perdana Tbk. 
20. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten Tbk. 
21. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk. 
22. PT Bank QNB Indonesia Tbk. 
23. PT Bank Maspion Indonesia Tbk. 
24. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
25. Bank Bumi Arta Tbk. 
26. Bank CIMB Niaga Tbk. 
27. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 
28. Bank Permata Tbk. 
29. Bank Sinarmas Tbk. 
30. Bank of India Indonesia Tbk. 
31. Bank Tabungan Pensiunan Nasio-
nal Tbk. 
32. Bank Victoria International Tbk. 
33. PT Bank Dinar Indonesia Tbk. 
34. Bank Artha Graha Internasional 
Tbk. 
35. Bank Mayapada Internasional Tbk. 
36. PT Bank China Construction Bank 
Indonesia Tbk. 
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37. Bank Mega Tbk. 
38. PT Bank Mitraniaga Tbk. 
39. Bank OCBC NISP Tbk. 
40. PT Bank Nationalnobu Tbk. 
41. Bank Pan Indonesia Tbk. 
42. PT Bank Panin Dubai Syariah 
Tbk. 
43. PT Bank Woori Saudara Indo-
nesia 1906 Tbk. 
Manajemen Risiko  
Secara sederhana pengertian ma-
najemen risiko adalah pelaksanaan 
fungsi-fungsi manajemen dalam pe-
nanggulangan risiko, terutama risiko 
yang dihadapi oleh perusahaan perban-
kan. Dengan demikian manajemen 
risiko mencakup kegiatan merencana-
kan, mengorganisir, menyusun, me-
mimpin, dan mengawasi program 
penanggulangan risiko (Djohanputro, 
2004). 
Menurut Peraturan Bank Indone-
sia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang  Pe-
nerapan Manajemen Risiko bagi Bank 
Umum yang telah diubah dengan Per-
aturan Bank Indonesia Nomor 11/25/ 
PBI/2009, risiko adalah potensi keru-
gian akibat terjadinya suatu peristiwa 
(event) tertentu dan manajemen risiko 
adalah serangkaian metodologi dan 
prosedur yang digunakan untuk meng-
identifikasi, mengukur, memantau dan 
mengendalikan risiko yang timbul dari 
seluruh kegiatan usaha bank. Terdapat 
8 jenis risiko yang wajib dikelola. 
Pertama adalah risiko kredit. Menurut 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/ 
PBI/2003 tentang  Penerapan Manaje-
men Risiko bagi Bank Umum yang 
telah diubah dengan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, ri-
siko kredit adalah risiko yang timbul 
akibat kegagalan debitur dan atau pi-
hak lain dalam memenuhi kewajiban 
kepada bank. Dalam Basel II dite-
tapkan 2 metode untuk mengukur 
risiko kredit, dengan cara Standard 
Appproach yang menggunakan berat 
risiko dari External Rating dan 
Internal Rating Based (IRB) yang 
memungkinkan bank menentukan 
parameter pengukuran sendiri seperti 
probability of default, loss given 
default, recovery rate yang 
disesuaikan dengan portofolio kredit 
yang dimilikinya (Bank for Interna-
tional Settlement, 2005). 
Kedua, risiko pasar adalah risiko 
pada posisi neraca dan rekening admi-
nistratif termasuk transaksi derivatif, 
akibat perubahan secara keseluruhan 
dari kondisi pasar, termasuk risiko per-
ubahan harga option (Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 ten-
tang  Penerapan Manajemen Risiko 
bagi Bank Umum yang telah diubah 
dengan Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 11/25/PBI/2009). Risiko pasar 
dapat diukur dengan Value at Risk 
(VaR). Risiko ini muncul akibat harga 
bergerak ke arah yang merugikan. 
Risiko ini merupakan risiko gabungan 
yang terbentuk akibat perubahan suku 
bunga, perubahan nilai tukar serta hal 
lain yang mempengaruhi harga pasar 
saham, ekuitas maupun komoditas. 
Terdapat dua jenis risiko pasar, yaitu 
spesific market risk di mana risiko 
yang terjadi akibat dari perubahan 
harga atas suatu sekuritas tertentu dan 
general market risk di mana risiko 
yang terjadi akibat dari perubahan 
harga suatu instrumen moneter tertentu 
(Kasidi, 2010: 66) 
Ketiga, risiko likuiditas adalah 
risiko akibat ketidakmampuan bank 
untuk memenuhi kewajiban yang jatuh 
waktu dari sumber pendanaan arus kas 
dan atau dari aset likuid berkualitas 
tinggi yang dapat digunakan tanpa 
mengganggu  aktivitas dan kondisi ke-
 
Analisis Manajemen Risiko pada Perusahaan Perbankan yang Go Public 
166 
 
uangan bank (Peraturan Bank Indone-
sia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang  Pe-
nerapan Manajemen Risiko bagi Bank 
Umum yang telah diubah dengan Pera-
turan Bank Indonesia Nomor 11/25/ 
PBI/2009). Risiko likuiditas terbagi 
menjadi dua macam, yaitu risiko likui-
ditas aset (market liquidity risk) di 
mana suatu transaksi tidak dapat dilak-
sanakan pada harga pasar akibat besar-
nya nilai transaksi relatif terhadap 
besarnya pasar, dan risiko likuiditas 
pendanaan (cash flow risk) yaitu risiko 
ketidakmampuan memenuhi kewajib-
an jatuh tempo, sehingga mengakibat-
kan kesulitan likuidasi (Kuncoro dan 
Suhardjono, 2002). Keempat, risiko 
operasional adalah risiko akibat ada-
nya ketidakcukupan dan atau tidak 
berfungsinya proses internal, kesalah-
an manusia, kegagalan sistem, atau 
adanya masalah eksternal yang mem-
pengaruhi operasional bank (Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 
tentang  Penerapan Manajemen Risiko 
bagi Bank Umum yang telah diubah 
dengan Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 11/25/PBI/2009). 
Kelima adalah risiko hukum 
yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan 
atau kelemahan aspek yuridis. Kele-
mahan aspek yuridis antara lain dise-
babkan adanya tuntutan hukum di 
pengadilan, tidak adanya peraturan 
perundang-undangan nasional yang 
mendukung. Risiko ini terjadi karena 
bank tidak mau mematuhi atau tidak 
mau melaksanakan peraturan perun-
dang-undangan dan ketentuan-keten-
tuan lain yang berlaku (Suhardjono, 
2003). 
Keenam, risiko reputasi adalah 
risiko akibat menurunnya tingkat ke-
percayaan stakeholder yang bersumber 
dari persepsi negatif terhadap bank. 
Pengelolaan manajemen risiko reputasi 
bertujuan untuk mengantisipasi dan 
meminimalkan dampak kerugian dari 
risiko reputasi bank (Bank Indonesia, 
2011). 
Ketujuh, risiko stratejik adalah 
risiko akibat ketidaktepatan dalam pe-
ngambilan dan atau pelaksanaan suatu 
keputusan strategis serta kegagalan 
dalam mengantisipasi perubahan ling-
kungan bisnis (Peraturan Bank Indone-
sia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang  Pe-
nerapan Manajemen Risiko bagi Bank 
Umum yang telah diubah dengan Per-
aturan Bank Indonesia Nomor 11/25/ 
PBI/2009). Pengelolaan manajemen ri-
siko stratejik bertujuan untuk memasti-
kan proses manajemen risiko dapat 
meminimalkan kemungkinan dampak 
negatif dari ketidaktepatan pengam-
bilan keputusan stratejik (Hariadi, 
2005). 
Kedelapan, risiko kepatuhan 
adalah risiko akibat bank tidak mema-
tuhi atau tidak melaksanakan peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan 
yang berlaku (Peraturan Bank Indone-
sia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang  Pe-
nerapan Manajemen Risiko bagi Bank 
Umum yang telah diubah dengan Per-
aturan Bank Indonesia Nomor 11/25/ 
PBI/2009). Pengelolaan manajemen ri-
siko kepatuhan bertujuan untuk me-
mastikan proses manajemen risiko da-
pat meminimalkan kemungkinan dam-
pak negatif dari perilaku bank yang 
menyimpang atau melanggar standar 
dan atau perundang-undangan yang 
berlaku secara umum (Kuncoro dan 
Suhardjono, 2002). 
Pengelolaan manajemen risiko 
pada bank dapat dilakukan dengan 
beberapa proses manajemen risiko, 
yaitu dengan proses identifikasi, peng-
ukuran, pemantauan, pengendalian 
risiko dan sistim informasi manajemen 
risiko. Identifikasi risiko mencakup 
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pengertian macam-macam risiko. Se-
luruh kegiatan bank dilakukan untuk 
menganalisis sumber dan penyebab 
munculnya risiko serta dampaknya 
(Goyal, 2010). Selanjutnya, bank perlu 
melakukan pengukuran risiko sesuai 
dengan karekteristik dan kompleksitas 
kegiatan usaha. Selain itu, efektivitas 
penerapan manajemen risiko perlu di-
dukung oleh pengendalian risiko de-
ngan mempertimbangkan hasil pengu-
kuran dan pemantauan risiko (Bank 
Indonesia, 2011). 
Ada tiga hal penting dalam ma-
najemen risiko bank, yang seharusnya 
menjadi perhatian bagi kalangan pe-
ngelola dan pemilik bank, yakni pro-
sedur yang lengkap, kontrol internal, 
dan faktor sumber daya manusianya. 
Manajemen risiko yang terintegrasi 
mengharuskan bank untuk dapat me-
ngatur risiko-risiko dalam  manajemen 
risiko yang terintegrasi dan memba-
ngun sistem dan struktur manajemen 
yang sangat lengkap dan maju. Dalam 
hal ini peran sumber daya manusia 
sangat dibutuhkan untuk meminimal-
kan risiko bank. 
Direksi dan komisaris bank 
secara formal bertanggung jawab atas 
implementasi terhadap kebijakan ma-
najemen risiko yang efektif dan harus 
mencapai sasaran melalui jalan kebi-
jakan bank, kompleksitas modal bis-
nisnya, dan kemampuan bank menge-
lola bisnisnya. Bank Indonesia meng-
harapkan bank yang memiliki operasi 
bisnis yang sangat kompleks termasuk 
bergerak dalam bidang trading mata 
uang dan obligasi kredit dalam valuta 
asing dan sekuritas, harus memiliki 
struktur manajemen risiko yang lebih 
maksimal dibandingkan bank yang 
sederhana dan hanya memiliki bisnis 
tabungan dan pinjaman yang sederha-
na. 
PEMBAHASAN 
Implementasi Basel II 
Basel II merupakan suatu upaya 
peningkatan manajemen risiko, se-
hingga nantinya akan tercermin dalam 
pemenuhan modal bank menjadi lebih 
efisien dikaitkan dengan risiko bisnis 
suatu bank, yang merupakan suatu 
aturan kesepakatan perbankan interna-
sional dan tertuang dalam Bank of 
International Settlement (BIS). Mengi-
ngat pentingnya modal pada bank, 
pada tahun 1988 BIS mengeluarkan 
suatu konsep kerangka permodalan 
yang lebih dikenal dengan The 1988 
Accord (Basel I). Sistem ini dibuat 
sebagai penerapan kerangka pengukur-
an bagi risiko kredit, dengan mensya-
ratkan standar modal minimum adalah 
8%. Komite Basel merancang Basel I 
sebagai standar yang sederhana, men-
syaratkan bank-bank untuk selalu me-
misahkan eksposurnya ke dalam kelas 
yang lebih luas, yang menggambarkan 
kesamaan tipe debitur. Eksposur kepa-
da nasabah dengan tipe yang sama 
(seperti eksposur kepada semua nasa-
bah korporasi) akan memiliki persya-
ratan modal yang sama, tanpa 
memperhatikan perbedaan yang po-
tensial pada kemampuan pembayaran 
kredit dan risiko yang dimiliki oleh 
masing-masing individu nasabah. 
Sejalan dengan semakin ber-
kembangnya produk-produk yang ada 
di dunia perbankan, BIS kembali me-
nyempurnakan kerangka permodalan 
yang ada pada The 1988 Accord de-
ngan mengeluarkan konsep permo-
dalan baru yang lebih dikenal dengan 
nama Basel II. 
Basel II dibuat berdasarkan 
struktur dasar The 1988 Accord yang 
memberikan kerangka perhitungan 
modal yang bersifat lebih sensitif ter-
hadap risiko (risk sensitive) serta 
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memberikan insentif terhadap pening-
katan kualitas penerapan manajemen 
risiko di bank. Hal ini dicapai dengan 
cara penyesuaian persyaratan modal 
dengan risiko dari kerugian kredit dan 
juga dengan memperkenalkan peru-
bahan perhitungan modal dari ekspo-
sur yang disebabkan oleh risiko dari 
kerugian akibat kegagalan operasional 
bank. 
Penerapan program Basel II pada 
perbankan nasional yang secara berta-
hap dimulai pada tahun 2008 diyakini 
akan mampu meningkatkan aliran 
kredit perbankan ke sektor riil sejalan 
dengan membaiknya tingkat efisiensi 
perbankan dan akan mempermudah 
bank yang beroperasi secara global 
karena dapat diterima oleh pasar inter-
nasional. Penerapan Basel II merupa-
kan suatu tuntutan global yang tidak 
bisa dihindari dan merupakan spek-
trum yang lebih luas untuk mengingat-
kan stabilitas sistem keuangan melalui 
perbaikan kesesuaian antara perhitung-
an modal bank yang lebih sensitif 
terhadap risiko dengan elemen-elemen 
risiko yang akan dihadapi oleh bank. 
Basel II juga memberikan insentif bagi 
peningkatan kualitas dalam praktik 
manajemen risiko yang tidak hanya 
memperhitungkan risiko kredit, risiko 
pasar dan risiko operasional, tetapi 
juga menyentuh aspek pengawasan 
oleh otoritas pengawas terhadap selu-
ruh operasional bank. 
Aspek transparansi dapat mem-
perluas keterlibatan pelaku pasar untuk 
menciptakan disiplin pasar pada indus-
tri perbankan. Ada tiga hal yang harus 
diperhatikan perbankan dalam mene-
rapkan Basel II: 
1. Perbankan harus memahami dan 
mempelajari berbagai penerapan 
konsep Basel II dan kemampuan 
bank dalam menerapkan manaje-
men risiko sebagai hal yang 
mutlak. 
2. Setiap bank perlu melakukan se-
buah analisis keseimbangan ber-
dasarkan pemahaman terhadap 
Basel II tersebut. 
3. Tiap bank diharapkan dapat sege-
ra mengetahui dampak dari pene-
rapan Basel II secara lebih pasti 
terhadap jumlah kecukupan mo-
dalnya. 
Basel II bertujuan meningkat-
kan keamanan dan kesehatan sistem 
keuangan, dengan menitikberatkan 
pada perhitungan permodalan yang 
berbasis risiko, supervisory review 
process, dan market discipline. 
Framework Basel II disusun berdasar-
kan forward-looking approach yang 
memungkinkan untuk dilakukan pe-
nyempurnaan dan penyesuaian dari 
waktu ke waktu. Hal ini untuk memas-
tikan bahwa framework Basel II dapat 
mengikuti perubahan yang terjadi di 
pasar maupun perkembangan-perkem-
bangan dalam manajemen risiko.  
Jika dilihat, Basel II memiliki 
berbagai kompleksitas dan prakondisi 
yang cukup berat bagi perbankan. 
Tetapi wajar jika melihat manfaat yang 
akan didapat perbankan nanti, berupa 
penghematan modal dalam menutup 
risiko yang diambilnya. Manfaat lain, 
karena Basel II merupakan standar 
yang diakui secara internasional, akan 
banyak memberikan kemudahan bagi 
suatu bank yang akan beroperasi seca-
ra global untuk dapat diterima oleh 
pasar internasional apabila mengikuti 
standar ini. Basel II mempunyai 
konsep “tiga pilar” yaitu: 
Pilar 1 - Persyaratan modal minimum 
(minimum capital requirements) 
Berkaitan dengan pemeliharaan 
persyaratan modal (regulatory capi-
tal) yang diperhitungkan untuk tiga 
 
Analisis Manajemen Risiko pada Perusahaan Perbankan yang Go Public 
169 
 
komponen utama risiko yang dihadapi 
bank: risiko kredit, risiko pasar, serta 
risiko operasional. 
Pilar 2 - Tinjauan pengawasan (super-
visory review process) 
Supervisory review merupakan 
hal yang penting untuk memastikan 
kepatuhan atas persyaratan modal 
minimum dan untuk mendorong bank 
mengembangkan serta menggunakan 
teknik manajemen risiko yang terbaik. 
Pilar 2 menetapkan prinsip-prinsip dari 
proses supervisory review yang harus 
digunakan oleh supervisory dalam 
melakukan evaluasi kecukupan modal 
bank. 
Pilar ini menangani tanggapan 
pengawasan terhadap pilar pertama 
yang memberikan alat lebih lanjut bagi 
pengawas. Pilar ini juga memberikan 
suatu kerangka kerja untuk menangani 
semua risiko lain yang mungkin akan 
dihadapi dalam semua operasional 
bank. 
Pilar 2 mengidentifikasi empat prinsip 
penting supervisory review, yaitu: 
a. Prinsip 1 
Bank harus memiliki proses untuk 
menilai kecukupan modal secara 
keseluruhan dalam hubungannya 
dengan profil risiko dan strategi 
untuk menjaga tingkat modal. 
Manajemen bank memiliki tang-
gung jawab untuk memastikan 
bahwa bank memiliki modal yang 
cukup untuk memenuhi kewajib-
annya sekarang dan masa yang 
akan datang. Target modal harus 
ditetapkan dengan integritas dan 
harus konsisten dengan profil 
risiko. Basel II memberikan gam-
baran lima ciri khas dari suatu 
proses penilaian modal yang 
mendalam, yaitu: 
1. Pengawasan dewan dan mana-
jemen senior. 
2. Assessment modal yang baik 
dan berkelanjutan yang meru-
pakan bagian integral dari 
aktivitas pengelolaan bisnis 
bank. Proses ini tidak hanya 
mengevaluasi modal saat ini, 
tetapi juga melakukan estimasi 
modal perusahaan di masa 
depan. Manajemen bank akan 
menggunakan estimasi modal 
pada setiap lini bisnisnya untuk 
menetapkan jumlah modal 
bank keseluruhan dan akan me-
monitor modal saat ini (actual) 
terhadap target, sebagai bagian 
dari pengawasan operasi bank. 
3. Assessment risiko yang kom-
prehensif. 
4. Monitoring dan pelaporan. 
5. Review atas kontrol internal. 
b. Prinsip 2 
Supervisor harus melakukan re-
view dan mengevaluasi bank dalam 
melakukan assessment dan strategi 
kecukupan modal bank, serta 
mengevaluasi kemampuan bank 
memonitor dan memastikan kepa-
tuhan mereka terhadap rasio 
modal. 
c. Prinsip 3 
Pengawas harus meminta bank un-
tuk beroperasi di atas rasio modal 
minimum dan harus memiliki ke-
mampuan untuk meminta bank 
memiliki modal di atas minimum. 
d. Prinsip 4 
Pengawas harus melakukan inter-
vensi dini untuk mencegah modal 
menurun di bawah tingkat mini-
mum yang dipersyaratkan dan 
harus meminta tindakan pemulihan 
yang segera apabila modal tidak 
dipulihkan. Jika bank gagal menja-
ga modal yang dipersyaratkan, pe-
ngawas dapat menggunakan wewe-
nangnya untuk mengatasi keadaan. 
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Pilar 3 - Pengungkapan informasi (dis-
closure) 
Disclosure merupakan sebuah 
penyebaran informasi yang material 
kepada lingkungan masyarakat untuk 
mengevaluasi bisnis perusahaan. Pada 
umumnya disclosure dianggap penting 
karena memberika informasi yang 
relevan kepada investor maupun calon 
investor mengenai kinerja perusahaan, 
baik saat ini maupun di masa menda-
tang.  
Disclosure saat ini dipandang 
sebagai mekanisme penting untuk me-
nyampaikan atau mewujudkan isu-isu 
kebijakan publik, seperti: melakukan 
perbaikan good corporate governance, 
memperbaiki tranparansi dari kebi-
jakan perusahaan yang memberikan 
dampak kepada kebijakan publik. 
Pengungkapan atas kinerja operasional 
perusahaan (meliputi seluruh kebijak-
an dan prosedur), dirancang untuk 
memberikan informasi yang lebih baik 
bagi pasar mengenai posisi risiko 
menyeluruh bank dan untuk memberi-
kan kesempatan bagi pihak terkait dari 
bank maupun para investor dan analis 
untuk memberikan harga dan mena-
ngani risiko tersebut dengan sepan-
tasnya dan diharapkan mampu menjadi 
sistem yang mencegah terjadinya pe-
nyimpangan di perbankan. Dengan 
adanya kewajiban untuk membuat 
segala sesuatu menjadi lebih trans-
paran, akan mendorong munculnya 
market discipline. Dengan adanya 
transparansi, pengawasan tidak harus 
datang dari otoritas saja, masyarakat 
juga bisa ikut terlibat di dalam menga-
wasi sehingga tercipta adanya market 
discipline. 
Jumlah modal yang pas bagi sua-
tu bank akan menguntungkan semua 
pihak. Dari sisi nasabah mengetahui 
bahwa modal bank yang menjadi mitra 
usahanya memiliki modal yang pas 
tentu meningkatkan kepercayaan 
nasabah. Dari sisi pemilik bank juga 
akan lebih secure. Begitu juga dengan 
pemerintah atau regulator. Oleh karena 
itu, di dalam pilar 1 Basel II pada 
dasarnya adalah bagaimana meng-
hitung atau menetapkan jumlah modal 
yang pas bagi suatu bank, pas dalam 
artian sesuai dengan tingkat risikonya. 
Disinilah letak the beauty of Basel II, 
karena konsepnya bukan besar dari 
modal tetapi lebih kepada kecukup-
annya. 
Dari tiga pilar Basel II, pilar 
pengawasan yang efektif (pilar 2) 
merupakan pilar yang memegang 
peranan penting dan merupakan isu 
vital dalam kerangka pengawasan 
(oversight) perbankan di Indonesia. 
Hal ini dapat disimpulkan karena 
berdasarkan pengamatan atas berbagai 
penyimpangan yang terjadi di sektor 
perbankan, mayoritas permasalahan 
tersebut bersumber dari lemahnya 
pengawasan. Kerangka Basel II di-
susun berdasarkan forward-looking 
approach yang memungkinkan dilaku-
kannya penyempurnaan dan penye-
suaian dari waktu ke waktu sehingga 
memungkinkan permodalan mengikuti 
perubahan yang terjadi di pasar 
maupun perkembangan-perkembangan 
dalam manajemen risiko. 
Fokus implementasi Basel II di 
Indonesia adalah pengembangan dan 
peningkatan kualitas manajemen risiko 
oleh perbankan nasional sesuai dengan 
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 
5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 
tentang Penerapan Manajemen Risiko 
bagi Bank Umum. Upaya ini tentu 
tidak memilah antara bank besar dan 
bank kecil, karena budaya manajemen 
risiko tentu berlaku sebagai patron 
yang umum. Sementara itu, berdasar-
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kan hasil survei perbankan juga 
menghendaki agar Basel II dapat 
diterapkan kepada seluruh bank untuk 
mengurangi dampak negatif terhadap 
tingkat persaingan antar bank akibat 
perbedaan kemampuan dan kesiapan 
bank menerapkan dan mengembang-
kan manajemen risiko beserta infra-
strukturnya. Pendekatan yang standar 
pada Basel II akan dapat diterapkan 
bagi seluruh bank di Indonesia. 
 
Good Corporate Governance 
Good Corporate Governance di-
gambarkan sebagai serangkaian hu-
bungan antara manajemen, dewan 
direksi, stakeholder, dan pemegang 
saham dari perusahaan. Corporate 
Governance mengusahakan strukur 
yang membantu bank dalam menen-
tukan sasaran, menjalankan operasi, 
memperhatikan kepentingan stake-
holder bank, memastikan bank berope-
rasi secara aman dan baik, dan selalu 
mematuhi peraturan perundangan yang 
berlaku. 
Ketidaksadaran Good Corporate 
Governance menyebabkan tingginya 
risiko berinvestasi di Indonesia. Ren-
dahnya penerapan Good Corporate 
Governance membuat hilangnya ke-
percayaan investor ataupun kreditor 
untuk menyalurkan kredit, karena 
ketakutan kalangan perbankan akibat 
gagal bayar akibat persyaratan kredit 
yang terlalu mudah. Buruknya arus 
investasi dan rendahnya penyaluran 
kredit menyebabkan tak berjalannya 
sektor riil yang berakibat langsung 
pada tidak tersedianya lapangan kerja 
baru dan semakin menambah jumlah 
pengangguran di Indonesia. 
Bank Indonesia meminta para 
pelaku usaha sektor riil dan perbankan 
sama-sama menerapkan praktik tata 
kelola perusahaan yang baik untuk 
mengurangi risiko pemberian kredit. 
Bank Indonesia sebagai pengawas 
perbankan telah memberikan contoh 
dengan menjalankan Good Corporate 
Governance (GCG). Apabila bank su-
dah menerapkan GCG tapi sektor riil 
belum, maka bank akan memiliki risi-
ko yang semakin besar dalam pembe-
rian kredit. Bank Indonesia telah me-
masukkan prinsip-prinsip GCG dalam 
regulasi sektor perbankan yang tercer-
min dalam Peraturan Bank Indonesia  
Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksa-
naan Good Corporate Governance 
bagi Bank Umum yang telah diubah 
dengan Peraturan Bank Indonesia  
Nomor 8/14/PBI/2006. 
GCG sangat penting bagi per-
bankan karena diharapkan dapat mem-
perbaiki permasalahan risiko perban-
kan yang sempat tinggi, mengingat 
dalam GCG terkandung lima prinsip 
yang sangat baik bagi pengelolaan 
sebuah perusahaan, yaitu: (1) prinsip 
keterbukaan (transparency), di mana 
bank harus membeberkan informasi 
secara tepat dan akurat serta tepat 
waktu. Informasi tersebut juga harus 
bisa diakses oleh stakeholder; (2) prin-
sip akuntabilitas (accountability), di 
mana bank harus menetapkan tang-
gung jawab yang jelas dari setiap 
komponen organisasi yang selaras 
dengan visi dan misi perusahaan 
perbankan. Setiap komponen organi-
sasi mempunyai kemampuan sesuai 
dengan tanggung jawab masing-
masing; (3) prinsip tanggung jawab 
(responsibility), di mana bank harus 
memegang prinsip prudential banking 
practices; (4) prinsip independensi 
(independency), di mana bank harus 
mampu mengurangi terjadinya domi-
nasi yang tidak wajar oleh stakeholder. 
Pengelola bank harus bertindak berda-
sarkan kepentingan perusahaan bukan 
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individu; (5) prinsip kewajaran (fair-
ness), di mana bank harus selalu mem-
perhatikan kepentingan seluruh stake-
holder berdasarkan asas kesetaraan 
dan kewajaran (equal treatment). 
Ada beberapa bentuk imple-
mentasi GCG, antara lain: (1) sistem 
pengawasan internal (internal control 
system), di mana best practices telah 
memunculkan paradigma baru berupa 
pengawasan internal yang sangat ber-
beda dengan konsep pengawasan tradi-
sional yang fokus utamanya adalah 
menemukan kesalahan manajemen se-
banyak mungkin, karena keberhasilan 
pemeriksaan hanya dilihat dari aspek 
kuantitas temuan pihak internal au-
ditor. Sementara, paradigma baru pe-
ngawasan internal mengacu pada dua 
hal pokok yaitu pemeriksaan dan 
konsultasi (assurance and consulting) 
dan efektivitas pengelolaan risiko 
melalui risk based auditing, control, 
and governance processes; (2) penge-
lolaan risiko (risk management); (3) 
etika bisnis yang dituangkan dalam 
pedoman perilaku perusahaan (corpo-
rate code of conduct). 
Implementasi GCG dapat dijadi-
kan alat untuk mengidentifikasi dan 
mengantisipasi potensi kerugian yang 
kemungkinan menimpa perusahaan 
perbankan sebagai akibat praktik suap 
dan korupsi. Setiap perbankan yang 
mampu menerapkan prinsip GCG 
secara maksimal memang harus 
mempunyai tingkat sensitivitas yang 
tinggi terhadap segala kegiatan usaha 
yang dijalankan, karena GCG merupa-
kan bentuk pengaturan internal dalam 
bank (internal regulation). Bila sebuah 
bank hendak menerapkan GCG, lang-
kah utama adalah adanya dewan 
komisaris yang berperan aktif, inde-
pendent, dan konstruktif, serta meng-
hindari adanya satu orang individu 
dalam dewan komisaris yang memiliki 
kekuasaan mutlak. Untuk itu perlu 
adanya pengimbangan melalui kebera-
daan dewan komisaris independen, 
yang diharapkan dapat tetap inde-
penden terhadap kepentingan suatu 
kelompok tertentu terutama terhadap 
pemegang saham pengendali. Komisa-
ris independen diharapkan dapat tetap 
berpegang pada kepentingan perusa-
haan secara keseluruhan dan memper-
timbangkan kepentingan semua stake-
holder. 
Good Corporate Governance 
(GCG) merupakan cerminan tanggung 
jawab bank terhadap stakeholdernya, 
sehingga sasaran-sasaran public dis-
closures serta penyempurnaan berba-
gai kebijakan bank perlu dilakukan. 
Tujuannya agar masyarakat menerima 
informasi-informasi yang seharusnya 
mereka peroleh untuk bekal pengam-
bilan keputusan yang intinya adalah 
keputusan untuk percaya atau tidak 
kepada bank yang bersangkutan. 
 
SIMPULAN 
Bank, baik yang belum terdaftar 
ataupun yang sudah terdaftar di bursa  
efek atau go public memiliki karak-
teristik yang unik dalam peranannya 
sebagai lembaga intermediasi sekali-
gus sebagai agen pembangunan pere-
konomian suatu masyarakat. Sifat 
uniknya terutama terlihat pada struk-
tur permodalan dengan tingkat leve-
rage yang jauh lebih tinggi daripada 
leverage yang terbentuk dalam peru-
sahaan yang bergerak di bidang 
industri. Leverage yang tinggi dalam 
perbankan itu justru terbentuk dengan 
turut memanfaatkan dana-dana mas-
yarakat yang mempercayakan pada 
bank. Hal ini menyebabkan bank 
berada dalam posisi yang sangat 
strategis sekaligus rawan risiko. 
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Implementasi manajemen risiko 
pada bank mempunyai sasaran agar 
setiap potensi kerugian mendatang 
dapat diidentifikasi oleh manajemen 
sebelum transaksi atau pemberian kre-
dit dilakukan. Keputusan bank untuk  
melakukan suatu transaksi harus be-
nar-benar sudah mempertimbangkan 
berbagai potensi kerugian yang mung-
kin timbul serta rencana pengendalian 
dan mitigasi atas risikonya. 
Dengan posisinya yang strategis 
sebagai lembaga intermediasi dan se-
jumlah kegiatan operasionalnya yang 
terus menerus meningkat tajam, bank 
menghadapi berbagai jenis risiko, 
mulai dari risiko kredit, risiko pasar, 
risiko operasional, risiko likuiditas, 
dan lain-lain. Dalam menghadapi ber-
bagai jenis risiko tersebut, bank perlu 
diatur dalam regulasi untuk melin-
dungi para customer dan dampak sis-
temik yang negatif terhadap  pereko-
nomian nasional.  
Langkah regulasi ini ditempuh 
agar tingkat modal yang diinvestasikan 
dapat terus terjaga pada level yang 
sesuai dengan ekspektasi. Regulasi 
terhadap perbankan perlu diterapkan 
karena dalam perbankan keikutsertaan 
dana-dana masyarakat jauh lebih besar 
dari modal bank dan pengaruh dari 
kegagalan suatu bank terhadap pereko-
nomian tinggi. Untuk itu bank harus 
mengikuti semua regulasi yang dike-
luarkan oleh Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan, termasuk im-
plementasi Basel II.  
 
SARAN 
Bank sebagai lembaga interme-
diasi keuangan yang berbasis keperca-
yaan harus menerapkan sistem  mana-
jemen risiko, baik untuk menurunkan  
kemungkinan terjadinya kerugian aki-
bat risiko maupun struktur kelemba-
gaan, misalnya kecukupan modal 
untuk meningkatkan kapasitas.  
Mengingat bahwa dana masya-
rakat yang dikelola oleh bank jauh 
lebih besar dari pada modal sendiri 
yang dimiliki oleh bank dan berbagai 
risiko yang dihadapi oleh bank, maka 
pemerintah harus membuat regulasi 
untuk mengatur agar pengelolaan bank 
tetap dalam koridor kehati-hatian yang 
tinggi dengan memperimbangkan ber-
bagai risiko yang dihadapi.  
Setiap bank harus menerapkan 
Basel II, karena hal tersebut sudah 
merupakan suatu keharusan bagi 
perbankan nasional dalam mengikuti 
peraturan internasional yang berla-
ku. Dengan mengimplementasikan 
Basel II diharapkan perbankan na-
sional akan solid dan mampu 
menjadi agen intermediasi yang 
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